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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 241/PMK.07/2014

TENTANG

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN TRANSFER KE DAERAH
DAN DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal
116 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013
tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara, telah ditetapkan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 183/ PMK.07/2013 tentang
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran
Transfer ke Daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuari Pasal 18 Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara, tata cara penyaluran dana desa diatur
dengan Peraturan Menteri Keuangan;

c. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, transparansi,
dan akuntabilitas dalam pelaksanaan dan
pertanggungjawaban transfer ke daerah dan dana desa
serta dalam rangka pelaksanaan pengendalian
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu
mengatur kembali mekanisme pelaksanaan dan
pertanggungjawaban transfer ke daerah dan dana
desa;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke
Daerah dan Dana Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4884);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2096 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembar
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5339);
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5178);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/ PMK.02/2011
tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/ PMK.02/
2014 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan
Penetapan Alokasi Bagian Anggaran Bendehara Umum
Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN TRANSFER
KE DAERAH DAN DANA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat
APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang
disetujui oleh Dewan Perwakilan. Rakyat.

2. Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya
disingkat BA BUN adalah bagian anggaran yang tidak dikelompokkan
dalam bagian anggaran Kementerian Negara/ Lembaga.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
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disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

4. Pengguna Anggaran Bendahara Umurn Negara yang selanjutnya
disingkat PA BUN adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
anggaran Kementerian Negara/ Lembaga.

5. Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang
selanjutnya disingkat PPA BUN adalah unit organisasi di lingkungan
Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan
bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari BA
BUN.

6. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang
selanjutnya disingkat KPA BUN adalah satuan kerja pada masing-
masing PPA BUN baik di kantor pusat maupun kantor daerah atau
satuan kerja di Kementerian Negara/ Lembaga yang memperoleh
penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan
dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.

7. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi
daerah kabupaten atau walikota bagi daerah kota.

8. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah
rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh
Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk
menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh
pengeluaran negara pada bank sentral.

9. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah
rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh
gubernur, bupati, atau walikota untuk menampung seluruh
penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada
bank yang ditetapkan.

10. Transfer ke Daerah adalah bagian dari belanja negara dalam rangka
mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana
perimbangan, dana otonomi khusus, Dana Keistimewaan Daerah
Istimewa Yogyakarta dan dana transfer lainnya.

11. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan
APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan
daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri dari
Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi.Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

12. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang
bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah
berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah
dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
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13. Dana Bagi Hasil Pajak yang selanjutnya disebut DBH Pajak adalah
bagian daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan
Bangunan, Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak
Orang Pribadi Dalam Negeri, dan Pajak Penghasilan Pasal 21.

14. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah
pajak yang clikenakan atas bumi dan bangunan.

15. Pajak Bumi dan Bangunan sektor pertambangan untuk pertambangan
minyak bumi dan gas bumi, yang selanjutnya disebut PBB Migas
adalah PBB atas bumi dan/atau bangunan yang - berada di dalam
wilayah kerja atau sejenisnya terkait pertambangan minyak bumi dan
gas bumi yang diperoleh haknya, dimiliki, dikuasai, dan/atau
dimanfaatkan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama.

16. Pajak Bumi dan Bangunan untuk pengusahaan panas bumi yang
selanjutnya disebut PBB Panas Bumi adalah PBB atas bumi dan/atau
bangunan yang berada di dalam wilayah kerja atau sejenisnya terkait
pengusahaan Panas Bumi yang diperoleh haknya, dimiliki, dikuasai,
dan/atati dimanfaatkan oleh Pengusaha Panas Bumi.

17. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang selanjutnya clisebut PPh Pasal 21
adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium,
tunjangan dan pembayaran lainnya sehubungan dengan pekerjaan
atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak
Orang Pribadi berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang
mengenai Pajak Penghasilan.

18. Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak. Orang Pribadi
Dalam Negeri yang selanjutnya disebut PPh WPOPDN adalah Pajak
Penghasilan terutang oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri
berdasarkan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 29 Undang-Undang
mengenai Pajak Penghasilan yang berlaku kecuali Pajak Penghasilan
sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (8) Undang-Undang
mengenai Pajak Penghasilan.

19. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat
DBH CHT adalah bagian dari Anggaran Transfer ice Daerah yang
dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi
penghasil tembakau.

20. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang selanjutnya disingkat DBH
SDA adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya
alam kehutanan, mineral dan batubara, perikanan, pertambangan
minyak bumi, pertambangan gas bumi, clan pengusahaan panas
bumi.

21. Kurang Bayar Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disebut Kurang Bayar
DBH adalah selisih kurang antara DBH yang diperhitungkan


